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PERATURAN  DAERAH KABUPATEN BANJAR 
NOMOR  9 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL  

DAN BATUBARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANJAR, 
 

Menimbang :   a. bahwa untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan mineral dan batubara Pemerintah Daerah 
diberikan kewenangan untuk mengatur pengelolaan sendiri 
pertambangan mineral dan batubara yang memiliki wilayah 
potensi pertambangan; 

 
  b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan 

penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata 
kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah 
secara berkelanjutan sehingga perlu diatur agar dapat 
bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat 
Kabupaten Banjar; 

 
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjar tentang Pengelolaan 
Pertambangan Mineral dan Batubara; 

            
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3419); 

 
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  3468); 

 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai 
Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994  Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor   3556); 

 
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor  
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   
3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Repubik Indonesia  
Tahun 2004  Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4412); 

 
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003  Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor   4279); 

 
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 
4389); 

 
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   
4411); 

 
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844); 
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11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

 
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   4959); 

 
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009  Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor   5049); 

 
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5059); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang 

Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3542); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang 

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang 
Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3769); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang 

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 
Alam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor  132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3776); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 
3804);  

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3815) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara 
Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Nomor 3910); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3838); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2001 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4161); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indoensia 
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4696); 

 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor   4737); 

 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang 

Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5110) ; 

 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5111); 
 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2010 
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5112); 
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30. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan 
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5142); 

 
31. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang 

Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Tahun 
2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5172); 

 
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2003 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2003 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3); 

 
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan 
Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 
Tahun 2007 Nomor 18); 

 
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 

tentang Urusan Wajib dan urusan Pilihan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04); 

 
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 
09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 
09) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 
9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 
Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 09). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 

dan 
BUPATI BANJAR 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. 
 
 
 

 


